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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.  Latar Belakang Masalah  
 Indonesia mengenal norma hukum yang berlaku di masyarakat selain 
norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan. Ciri khas yang terdapat 
pada norma hukum ialah sanksi yang mengikat sebagai media pemaksa agar nor-
ma hukum tersebut dapat dilaksanakan, ditaati dengan tujuan untuk memberi 
kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan perlindungan hukum. Dalam memberikan 
pembuktian mengenai kepastian dan perlindungan hukum, salah satu penegak 
hukum yang dikenal masyarakat yaitu Notaris.  Notaris memiliki kapasitas dan 1
kewenangan untuk mewujudkan kepastian terkait hubungan hukum tentang hak 
dan kewajiban dalam ranah keperdataan seperti kegiatan perjanjian, pertanahan, 
perbankan dan kewenangan lain. Dalam menjalankan praktek jabatan notaris, seo-
rang notaris memiliki kumpulan-kumpulan dokumen yang disebut protokol no-
taris.  
 Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam 
16ayat(1)huruf b Undang-Undang Nomor 2Th2014 tentang Perubahan Atas Un-
dang-Undang No.30Th2004 tentang Jabatan-Notaris yang selanjutnya disebut 
UUJNotaris-P yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban notaris yakni “mem-
 Peraturan tentang Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 1
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.No-
taris.Pasal 1 angka 1 menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 
atau berdasarkan undang-undang lainnya.Penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN yang dimaksud den-
gan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”,antara lain, kewenangan 
mensertifikasitransaksi yangdilakukan secara elektronik(cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, 
dan hipotek pesawat terbang.
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buat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari pro-
tokol-Notaris”. “Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan 
para penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta akta, buku daftar-daftar dan dokumen-
dokumen pendukung pembuatan akta ini disimpan sebagai bagian dari protokol 
notaris” . 2
 Menurut Afipuddin  yang disimpulkan penulis salah satu Arsip Negara 3
dalam kategori vital termasuk Protokol Notaris. Undang-undang No. 43th2009 
  Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 2
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mendefinisikan 
protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan 
dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 62 menyebutkan Protokol 
Notaris terdiri atas: 
a. minuta Akta; 
b. buku daftar akta atau repertorium; 
c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau 
akta dibawah tangan yang didaftar; 
d. buku daftar nama penghadap atau klapper; 
e. buku daftar protes; 
f. buku daftar wasiat; dan 
g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 62 UUJN  menyebutkan Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris: 
a. meninggal dunia; 
b. telah berakhir masa jabatannya; 
c. minta sendiri; 
d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris 
secara 
terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; 
e. diangkat menjadi pejabat negara; 
f. pindah wilayah jabatan; 
g. diberhentikan sementara; atau 
h. diberhentikan dengan tidak hormat.
  Afipuddin, IMPLIKASI HUKUM PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NE3 -
GARA, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Protokol Notaris merupakan 
Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Sebagai arsip negara maka pen-
gelolaannya harus tunduk sesuai dengan Undang-undang No. 43 tahun 2009 yang merupakan atu-
ran khusus (lex spesialis) yang mengatur tentang kearsipan. Namun demikian protokol notaris se-
bagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN misalnya tekait dengan Penyeleng-
garaan Kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsi-
pan Protokol Notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menyimpan 
dan memelihara protokol notaris. Selain itu untuk menjamin protokol notaris sebagai sebuah arsip 
dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien maka usaha untuk menyimpan 
dan memelihara protokol notaris merupakan pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, peja-
bat sementara notaris dan Majelis Pengawas Daerah kepada negara dan masyarakat dalam pelak-
sanaan tugas jabatannya
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yang merupakan lex spesialis yang mengatur tentang kearsipan yang seharusnya 
diatur bahwa  “Protokol Notaris merupakan Arsip Negara” harus dengan kewa-
jiban disimpan, dipelihara oleh notaris. Namun UUJNotaris-P tiddak pula diatur 
misalnya tekait dengan “Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris yang 
meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris.” 
Notaris dalam kewajibannya menyimpan serta memelihara protokol notaris tidak 
memberikan kepastian hukum. Selain itu protokol notaris untuk penjaminnanya 
sebagai sebuah arsip juga alat bukti adanya perbuatan hukum masyarakat untuk 
menyimpan dan memelihara protokol notaris merupakan tanggungjwb Notaris. 
 Menurut Habib Adjie  yang disimpulkan penulis bahwa untuk menjaga 4
umur yuridis dilakukan penyimpanan akta dalam kedudukannya sebagai salah 
satu kelengkapan bagian dari protokol- Notaris, sebagai alat bukti sempurna bagi 
pihak-pihak yang terdapat dalam akta dan ahli waris dari para pihak apabila wafat 
tentang semua perbuatan hukum terdapat dalam akta tersebut, dan dalam bentuk 
salinan diperuntukkan kepada para pihak terkait. Melebihi umur biologis Notaris, 
akta notaris dalam bentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum. 
Namun terkait dengan penyimpanan minuta akta sebagai salah satu arsip negara 
tidak memiliki prosedur yang mengatur secara baku dalam UUJN, hanya bahwa 
notaris berkewajiban menyimpan akta sebagai bagian dari protokol Notaris. 
  Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai 4
Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama, hlm.45 menyatakan penyimpanan akta oleh notaris 
pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat 
bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam 
akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang 
bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh no-
taris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris 
meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur 
biologis Notaris.
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 Ketentuan mengenai pengeluaran grosse-salinan-kutipan akta berdasarkan 
minuta akta, diatur dalam UUJNotaris-P Pasal 16 ayt(1)huruf d, namun dalam se-
orang Notaris yang telah memenuhi Pasal 62 UUJNotaris-P , dikeluarkan “grosse 5
akta- salinan akta - kutipan akta” berdasarpada minuta akta diatur Undang-Un-
dang oleh Notaris sebagai pembuat akta, dan ketika notaris tidak menjabat akan 
dikeluarkan oleh NotarisPengganti, atau pemegang ProtokolNotaris yang sah 
menurut Pasal 57 UUJNotaris-P. 
 Menurtu Habib Adjie dikutip dari G.H.S Lumban Tobing  yang disim6 -
pulkan penulis bahwa dalam konstruksi hukum, bentuk pelayanan negara salah 
sataunya dalam hukum keperdaatan kepada rakyat dalam rangka menjamin kepas-
tian hukum yaitu memfasilitasi pemberian  tanda bukti atau dokumen hukum yang 
berkaitan yang diatribusikan kepada pejabat umum dalam hal ini oleh Notaris dan 
minuta akta atas akta tersebut menjadi arsip negara yang harus disimpan. Dengan 
menjalankan batan seperti itu, maka notaris diatributi negara dengan lambang ne-
gara yaitu Burung Garuda. Berdasarkan hal tersebut, Akta otentik diakui untuk 
  Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Un5 -
dang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa penyerahan protokol 
Notaris dilakukan dalam hal Notaris meninggal dunia; telah berakhir masa jabatannya; minta 
sendiri; tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai 
Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; diangkat menjadi pejabat negara; pindah 
wilayah jabatan; diberhentikan sementara; atau diberhentikan dengan tidak hormat
  Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematif Terhadap Undanng-Undang 6
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatn Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 42, 
dikutip dari G.H.S Lumban Tobing menyatakan bahwa Dalam konstruksi seperti itu bahwa notaris 
menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan 
rakyatnya yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh 
negara sebagai bukti yang sempurna. Otentitas akta notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta 
yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya 
atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik bukan karena un-
dang-undang menetapkan demikian akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan 
pejabat umum seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata
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kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen yang memiliki otentisi-
tas, bukan sekedar kertas namun yang dimaksud dibuat dihadapan pejabat umum 
dengan disebutkan kewenangannya oleh UUJNotaris-P dibuat dihadapan Notaris 
seperti juga dengan yang dimaksud KUHPerdata Pasal 1868. 
 Ketika minuta akta Notaris hilang atau rusak, akibat kelalaian Notaris 
yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki kepentingan tersebut 
minuta akta tersebut, dapat dikatakan Notaris mengindahkan kewajiban yang oleh 
UUJNotaris-P dibebankan kepadanya yaitu menyimpan minuta akta, menjamin 
keadaan minuta akta harus ada. Minuta Akta memiliki sifat harus dibuat satu dan 
sekali untuk perbuatan hukum maka tidak akan ada suatu perbuatan hukum yang 
memiliki dua minuta akta. Penjelasan tersebut memberikan makna krusial suatu 
minuta akta yaitu sebagai satu-satunya alat bukti bahwa benar apa yang di-
tuangkan dalam akta terjadi dengan segala uraiannya. Notaris yang kehilangan 
aktanya sebagai bentuk kelalaian dalam menyimpan akta sehingga menyebabkan 
kerusakan atau bahkan hilang dan musnahnya minuta akta dalam kedudukannya 
sebagai salah satu kelengkapan bagian dari protokol-notaris.  
 Para pihak diberikan hak untuk memiliki salinan akta , Namun untuk ke7 -
dudukan salinan sebagai alat bukti masih multitafsir ketika minuta akta telah 
musnah. Urgensi hukum apabila terhadap penelitian ini ketidakpastian hukum 
terkait kedudukan salinan protokol Notaris dalam hal musnahnya minuta akta 
ketika para pihak dalam perkara pengadilan berkepentingan dengan akta yang hi-
   Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Un7 -
dang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  Pasal 1 angka 9 mendefinisikan salinan akta 
adalah salinan kata demi kata-dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum 
frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.
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lang tersebut, seperti bukti terjadinya perbuatan yang mereka lakukan hanya ter-
tuang dalam minuta akta. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, penulis 
meneliti untuk menjawab atas permasalahan tersebut diatas dalam bentuk penelit-
ian tesis yang berjudul Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Ter-
jadi Musnahnya Minuta Akta Oleh Notaris 
2.  Rumusan Masalah  
1. Bagaimana kedudukan hukum salinan akta Notaris dalam hal terjadi mus-
nahnya minuta akta oleh Notaris? 
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris dan para pihak dalam hal 
terjadi musnahnya minuta akta oleh Notaris? 
3.  Tujuan Penelitian  
1. Untuk menganalisis kedudukan hukum salinan akta Notaris dalam hal terja-
di musnahnya minuta akta oleh Notaris. 
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam hal 
terjadi musnahnya minuta akta oleh Notaris 
4.  Manfaat Penelitian  
a. Manfaat Teoritis 
1.  Penelitian ini mengharapkan dapat memberikan manfaat teori sebagai 
bahan literatur untuk perkembangan pengetahuan dibidang hukum perda-
ta khususnya dalam bidang hukum kenotariatan tentang protokol notaris. 
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b. Manfaat Praktis  
1. Bagi Pemerintah  
Memberikan pengetahuan dalam bidang keperdataan sebagai bahan 
acuan-acuan dalam membuat regulasi untuk mengoptimalkan peran 
Penegak Hukum Perdata. 
2. Bagi  Notaris  
Memberikan kepastian hukum khusunya mengenai penyimpanan minuta 
akta sehingga dapat dipahami  dan meminimalisir kesalahan oleh Notaris 
dalam menjalankan jabatan notaris. 
3. Bagi Akademisi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan  
dan dapat dirujuk sebagai referensi yang bermanfaat untuk menunjang 
studi yang sedang ditempuh khususnya berkaitan dengan Kenotariatan. 
4. Bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI)  
Dapat menjadi pertimbangan bagi Ikatan Notaris Indonesia sebagai lem-
baga yang diberikan dilegasi berdasarkan UUJN maka dalam membuat 
peraturan lebih memperjelas keberlangsungan protokol Notaris berumur 
5. Bagi Masyarakat 
Menambah khasanah keilmuan tentang kepastian pertanggung jawaban 
dan upaya hukum khususnya berkaitan dengan akta kemudian hari yang 
mungkin terjadi kehilangan akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris. 
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5.  Orisinalitas Penelitian  
 Penelitian sebelumnya yang ditemukan penulis berupa tesis yang memba-
has PenyimpananProtokol Notaris sebagai perbandingan bahasan oleh penulis 
dalam menjaga keorisinalitasan dari penelitian ini yang dimana akan dideskrip-
sikan dalam tabel dibawah ini : 
No Nama Persamaan Perbedaan Kontribusi Kebaruan
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Dari tabel orisinalitas diatas, peneliti dapat meyakini bahwa 
penelitian ini harus dilakukan karena menyangkut pengoptimalan terhadap 
salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum spesifik tentang Penyim-
panan Protokol Notaris. 
6.  Kerangka Teoritik  
Kerangka teoritik berupa teori-teori yang nanti akan diterapkan dan sebagai 
pegangan bagi penulis dalam menganalisis permasalahan dalam tesis ini. Menurut 
Solly Lubis  yang disimpulkan oleh penulis, kerangka teoritik merupakan pedo8 -
man teori yang digunakan sebagai kerangka berfikir untuk memecahkan per-
masalahan. 
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  Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju,1994), hlm.80 8
menyatakan Kerangka teoritik merupakan suatu kerangka berfikir atau butir pendapat, teori men-
genai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan secara 
teoritis.
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Dalam penulisan ini teori-teori yang dipergunakan oleh penulis dalam 
menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini adalah teori kewenangan hukum dan 
teori penemuan/konstruksi hukum 
1. Teori Kewenangan  
Istilah kekuasaan kerap kali dipersamakan dengan kewenangan, dan 
kekuasaan sering kali ditukarkan dengan istilah kewenangan, dan begitu pula se-
baliknya. Bahkan kewenangan dipersamakan pula dengan wewenang. Kekuasaan 
pada umumnya mempunyai bentuk hubungan dalam arti bahwa satu pihak yang 
memerintah sedangkan pihak yang lainnya diberi perintah (the rule and the 
ruled).  9
Istilah wewenang digunakan dalam peruntukannya sebagai bentuk kata 
benda, sering juga dipersamakan dengan bevoegheid dalam hal ini istilah dari 
hukum Belanda. Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa apabila dicermati terda-
pat perbedaan antara istilah kewenangan dengan bevoegheid. Perbedaannya 
adalah pada karakter hukum. Istilah bevoegheid biasanya digunakan dalam konsep 
hukum publik ataupun hukum privat. Sedangkan di dalam konsep hukum istilah 
kewenangan seharusnya digunakan di dalam hal suatu konsep dalam ranah hukum 
publik.  10
Ateng Syafrudin berpendapat terdapat perbedaan pengertian dalam hal 
kewenangan dengan pengertian wewenang. Kewenangan merupakan apa yang 
  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 9
1998), hlm. 35.
  Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, (Surabaya: Makalah Universitas Airlangga), 10
hlm. 20.
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disebut dengan kekuasaan formal yakni kekuasaan yang telah diberi oleh suatu 
undang-undang, sedangkan dalam hal ini wewenang hanya terkait dengan suatu 
bagian tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat sebuah wewe-
nang-wewenang atau disebut (rechtsbe voegdheden). Wewenang itu sendiri meru-
pakan lingkup tindakan dalam bidang hukum publik, disamping itu lingkup 
wewenang dari pemerintahan tidak hanya meliputi atau terkait dengan wewenang 
dalam membuat suatu keputusan pemerintah (bestuur), akan tetapi juga meliputi 
wewenang dalam hal pelaksanaan tugas-tugas, dan memberi wewenang serta dis-
tribusi wewenang utamanya telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan perun-
dang-undangan . Pengertian wewenang secara yuridis merupakan kemampuan 11
yang diberi oleh peraturan perundang-undangan untuk bisa menimbulkan suatu 
akibat hukum.  
Kewenangan Notaris sebagai pejabat terkait penyimpanan akta dalam ke-
dudukannya sebagai salah satu kelengkapan bagian dari protokol-notaris yang 
ditetapkan oleh undang-undang. ialah terdapat pada pasal 15 UUJNotaris-P yaitu 
berwenang menyimpan atas akta, memberikan kemudian terkait akta yaitu “grosse 
akta, salinan dan kutipan Akta”, semuanya itu sepanjang membuat Akta itu kepa-
da pejabat lain juga tidak ditugaskan atau orang lain bukan pejabat. kedudukan 
hukum salinan akta  Notaris dalam hal terjadi musnahnya minuta akta oleh No12 -
 Ateng Syafrudin,  Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 11
Ber, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung:Universitas Parahyangan,2002), hlm. 22.
   Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Un12 -
dang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  Pasal 1 ayat (1) angka 9 mendefinisikan 
salinan akta adalah salinan kata demi kata-dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta 
tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.
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taris dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam 
hal terjadi musnahnya minuta akta oleh Notaris 
2. Teori Tanggung Jawab 
Pertanggungjawaban dalam kamus hukum memiliki dua istilah yaitu re-
sponsibility  dan liability . 13 14
Menurut Abdulkadir Muhamad, kemudian disimpulkan penulis, seorang 
profesional dalam memberikan pelayanan dibebani tanggung jawabuntuk diri 
sendiri dan untuk masyarakat. Bertanggung jawab untukdiri sendiri, artinya beker-
ja sesuai jati dirinya yang memiliki integritas moral, intelektual dan professionali-
tas. Seorang profesional selalu mengedepankan tuntutan kewajiban hati nu-
raninya, sebaga perwujudan pertahanan cita-cita luhur seorang profesi, bukan 
hanya hobi belaka. Bertanggung jawab kepada publik atau masyarakat, berarti 
kesediaan memberikan pelayanan, yang berdampak positif  dan sebaik mungkin 
bagi masyarakat, yang tidak berlatar belakang komersial namu sebagai pengabdi-
an kepada sesama manusia, sehingga tidak menimbulkan kelalaian dalam melak-
  Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13
335-337, menyebutkan Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 
kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewa-
jiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan
  Ibid., menyebutkan Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk ham14 -
pir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin 
meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, 
kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang
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sanakan yang merugikan diri notaris sendiri, orang lain yang menggunakan 
jasanya, masyarakat dan berdosa kepada Tuhan.  15
Dalam menjalankan jabatan Notaris dibebani tanggung jawab moral atas 
profesinya. Menurut Paul FCamanisch yang dikutip oleh K. Bertens dan disim-
pulkan penulis menyatakan bahwa profesi dapat diibaratkan seperti suatu 
masyarakat moral yang mendedikasikan dirinya dengan sesama pemangku jabatan 
lain mewujudkannilai dan cita bersama, bersatu menjadi kelompok profesi yang-
memiliki kekuasaan dan kewenangan sendiri beserta tanggung jawab khusus yang 
diatur oleh Undang-Undang terkait jabatan profesinya. Sebagai profesi, kelompok 
ini mempunyai pedoman disebut dengan Kode-Etik-Profesi.  Secara faktual 16
Kode Etik merupakan ketentuan-ketentuan berprilaku, yang ditetapkan, disepa-
kati, diterima, ditaati, dan dilakukan oleh seluruh anggota kelompok profe-
si.Khusus untuk profesi jabatan notaris yaitu Kode Etik Notaris.  
  Abdulkadir Muhamad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 15
60, dalam bukunya menjelaskan bahwaDalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertang-
gung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, 
artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidu-
pannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan 
pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntu-
tan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada 
masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara 
pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang 
berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari 
keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani 
menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melak-
sanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, 
orang lain dan berdosa kepada Tuhan.
  E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisivs, 16
Yogyakarta, 1995, hlm. 147, dalam bukunya menjelaskan bahwa K Bertens menyatakan bahwa 
profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai 
bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai pro-
fesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi
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Teori tanggung jawab hukum diperlukan menganlisis Pasal 1365 KUH.  17
1. Metode Penelitian  
1.1.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian hukum untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis nor-
matif, didahulukan dengan mengkaji dan menganalisis serta mendeskripsikan 
terkait dengan penyimpanan protokol notaris untuk menganalisis kedudukan 
hukum salinan akta Notaris dalam hal terjadi musnahnya minuta oleh Notaris dan 
upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam hal terjadi musnahnya min-
uta akta oleh Notaris. 
 Penelitian yuridis normatif, dimaksudkan bahwa permasalahan hukum 
yang menjadi objek kajian dianalisis berdasar pada sumber-sumber berupa peratu-
ran perundang-undangan, teori atau suatu asas dalam ilmu hukum. 
1.2.  Metode Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan 
  Pasal 1365 KHUPerdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 17
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut. Pasal ini merupakan pasal yang paling populer berkaitan dengan 
perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang mewajibkan orang yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan 
melanggar hukum tersebut. Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada 
pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan per-
buatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum 
(tidak ada alasan pemaaf). 
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Undnag-Undang (statute approach)  memahami hierarki  khususnya salinan 18 19
akta dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Melalui pen-
dekatan perundang-undangan ini peneliti juga melakukan Pendekatan konseptual 
(conseptual approach)  dimana peneliti beranjak dari banyak doktrin dan konsep 20
hukum terkait dengan penyimpanan protokol notaris untuk menganalisis ke-
dudukan hukum salinan akta Notaris dalam hal terjadi musnahnya minuta akta 
oleh Notaris dan upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam hal terjadi 
musnahnya minuta oleh Notaris. 
1.3. Sumber Bahan Hukum 
Sesuai dengan kaidah metode penelitian hukum normatif bersumber dari 
bahan hukum primer,sekunder dan tersier yang bertujuan untuk memecahkan atau 
menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian. 
a. Bahan hukum primer 
 Ibid., dalam bukunya dijelaskan pula bahwa menurutnya penelitian yang 18
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ini yang menjadi objek peneli-
tiannya adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi 
satu sama lainnya. 
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), 
Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110, dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan 
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan jenis ini digu-
nakan dalam penelitian hukum untuk kepentingan akademis dilakukan untuk mencari 
ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang.
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 19
Jakarta, 2007, hlm. 93
 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Loc.c20 -
it., hlm. 115, dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala 
peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada sehingga untuk menjawab isu hukum maka 
peneliti harus memahami konsep yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam 
buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya. 
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2007.,hlm. 137,  menambahkan bahwa dalam bukunya dijelaskan terkait dengan pendekatan kon-
septual meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-
undang. Hanya saja harus memahami konsep tersebut lebih dulu melalui pandangan-pandangan 
dan doktrin-doktrin yang ada.
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Bahan hukum primer  yang mengatur mengenai Jabatan No21 -
taris yang ketentuannya tercantum dalam ; 
1) HIR 
2) KitabUndang-UndangHukumPerdata 
3) KitabUndang-Undang Pidana 
4) Undang- Undang No.2Th2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No.30Th2004 Tentang Jabatan Notaris 
disebut UUJNotaris-P 
5) Kode Etik Notaris 
6) Undang-Undang Nomor 43Th2009 tentang Kearsipan. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahanhkm sekunder  yang berkaitan dengan pokok bahasan 22
yang diangkat peneliti yang dikumpulkan dari literatur, penda-
pat para sarjana dan penelitian lain yang membahas hukum 
keluarga khususnya tentang jabatan notaris 
  Ibid, hlm 141 menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 21
bersifat 
 autoritatif artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang 
 undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
 putusan-putusan hakim
  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 22
2005, hlm 141 menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
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c. Bahan hukum tersier 
Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang men-
jelaskan kata perkata yang terdapat dalam bahan hukum primer 
dan sekunder berupa Kamus Bahasa Hukum, Kamus Besar Ba-
hasa Indonesia dan Ensiklopedia untuk menjabarkan istilah-
istilah baku atau tidak baku dalam penelitian agar lebih mudah 
dipahami. 
1.4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Dalam penelitian normatif pengumpulan bahan-bahan hukum yang meru-
pakan faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan penelitian dengan 
harus memperhatikan kesesuaiannya dengan jenis bahan hukum untuk men-
gungkap isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang 
digunakan  ialah sebagai berikut : 
a. Studi pustaka 
  Memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan serta  
 mengkaji bahan kepustakaan yang berupa literatur, jurnal maupun hasil  
 penelitian-penelitian sebelumnya yang masih bersangkut paut tema dengan 
 penelitian ini. 
b. Dokumentasi Hukum 
  Memperoleh bahan hukum melalui dokumentasi dilakukan dengan  
 mengumpulkan peraturan Undang-Undangan yang mengatur tentang isu  
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 penelitian terkait dan bagaimana mendiskripsikan makna undang-undang  
 sehingga relevan dengan isu. 
c. Penelusuran bahan hukum melalui internet 
  Kemudahan teknologi dan informasi memfasilitasi pengumpulan  
 bahan  hukum dalam peneliti ini dengan melakukan penelurusan atau  
 mencari bahan dengan internet, di akses untuk memperoleh materi hukum  
 yang diperlukan guna melengkapi bahasan apabila telah terbatasi oleh  
 literature dan peraturang undang-undang. 
1.5.  Teknik Analisis Bahan Hukum 
Analisa bahan hukum penting dilakukan untuk mengudukung argumen-
argumen yang diutarakan peneliti yang dijadikan dasar dalam mendeskripsikan 
peristiwa, situasi, konsepsi atas isu yang diteliti guna mencari jawaban atas isu 
hukum terkait. 
Dalam penelitian bahan hukum normatif digunakan teknik interpretasi 
hukum atau penafsiran yaitu merupakan suatu metode penemuan hukum yang 
memberi penjelasan terkait makna, maksud mapun tujuan dari suatu peraturan pe-
rundang-undangan. Interpretasi yang digunakan antara lain interpretasi gra-
matikal  dengan mendeskripsikan bahasa hukum yang diteruskan dengan Inter23 -
petasi ekstentif didefinisikan penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengert-
  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,23
2008, hlm 170-171 menjelaskan bahwa Interpretasi gramatikal disebut juga penafsiran dari segi 
bahasa, yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui 
maknsa ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susuan kata atau bun-
yinya yang disebut juga dengan metode objektif.
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ian atau istilah hukum menjadi lebih jelas maksud dari makna-makna yang 
terkandung dalam putusan dan ketentuan undang-undang terkait.  
Penafsiran terakhir yang peneliti gunakan adalah Interpetasi teleologis  24
karena peneletian hukum normatif berkaitan langsung dengan tujuan hukum se-
hingga pembuatan Undang-Undang Jabatan Notaris harus memenuhi tujuan 
hukum yang hendak di capai. 
1.6.  Definisi Konseptual  
Selanjutnya, perlu dijelaskan tentang arti dari masing-masing kata yang 
terkandung dalam penelitian ini yaitu Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris 
Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta Oleh Notaris. 
1. Kedudukan Hukum 
          Letak suatu produk hukum dalam tatanan kontruksi hukum perdata terkait 
          kekuatan pembuktiannya sebagai bagian dari Protokol Notaris 
2. Salinan Akta 
Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta 
tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. 
3. Musnahnya Minuta Akta 
         Ketidakberadaan wujud akta sebagai bagian dari Protokol Notaris 
 Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit.hlm 166 yang menjelaskan bahwa Interpetasi tele24 -
ologis mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan
!20
8.  Sistematika Penulisan  
Penelitian hukum yang berupa tesis ini dirancang terdiri dari bab-bab se-
bagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini akan berisi materi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan berbagai landasan akademik yang digunakan 
sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan yang merupakan tinjauan 
umum tentang Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal 
Terjadi Musnahnya Minuta Akta Oleh Notaris 
BAB III : PEMBAHASAN 
Dalam bab pembahasan ini akan di uraikan hasil analisis dari penelitian 
yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam 
Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta Oleh Notaris 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian yang berupa kesimpulan 
penelitian. Selain itu juga akan berisi saran atau rekomendasi 
berdasarkan hasil penelitian. 
